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TENTANG

PERPANJAI{GAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDII}IKAN NON FORMAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (rI(BM} AL- KASYAF SALIDO

Menirnbang

BLIPATI PESISIR SELATAN,

: a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukun kepada lembaga
pendidikan Nonformal dalanr memberikan iayanan pendidikan kepada
masyarakai perlu diterbitkan izin Operasional Lembaga Pendidikan
Nontbrmal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL -
KA.SYAF SALIDO;

b. bahwa penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonfbrmal,
sebagaimana dimaksud huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan
Nonformal Pr"rsat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL - KASYAF
SALIDO:

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah
Otonom Kapupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nornor 25)
Jis undang-undang Drt. Nornor 2l Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun
l08,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia I'icmor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tairun 2003 Nornor 78,

Tarnbahan Lembaran Negara RepLrbiik Indonesia Nornor 430i );
3. Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nornor lB2. Tambahan Lembaran Negara
Republik Iudonesia Nomor -s4(r2).

4. Undang-Undan-u Nouror 23 Tahun 2014 tentang Peurerintahan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 55tt7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Llndang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58. Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679l':.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra

Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 341 1);

Mengingat



6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pernerintah Nornor l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten i Kota;

8. Peraturan Pemerintah lrlomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90"

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repriblik
lndorresia Nonror 5 I 55 ):

l0.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Sahran Pendidikan Non
Fonlal;

I 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;

12. Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Repubiik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Bam pada Taman
Kanak - kanak. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama. Sekolah
Menengah Atas. Sekolah Menenqah Kejuruan. atau Bcntuk lain yang
sederajalt

l-i.Irr>tr-uksi Presiden \r)rror 5 Tahun 100[r tentarrg Gerakan Nasional
Percepatan Penuntrsan \\'alib Belajar Pendidikan Dasirr Sernbilan Tahnn
dan Peurber::niasan Buta Aksara:

i4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Safti Pintu di Bidang Penanaman Modal;

l-5. Kcputusarr l\{enteri Pendidikan Nasional Nomor 018,"Ui1997 tentang
Peuvelengsaraan Pendrdrkan pada Kelourpclk Berinain dan Tarlan
Pendidiirr', \r::k rTP\ t.

16. Ke:rutu.;n \lenten P.'nclrdikan \asional \ornor 051,0.200 1 tentang
Pendrdrkan -{nak Usra Dini:

1r. Peraturan N{enteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daeraht

lS.Peratur;:n Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan NoRror 43 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penaraman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu PintLr;

19. Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nornor 7 Tahun 2017 tentang
Pendelesasian \\-eu enang Peiavanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Drnas Pe nanantan \locial dan Pela],anan Perizinan Terpadu Satn
Pinrr Ka:u;r3IL'n Pesistr Selatan:



Mernperhatikan

Menetapkan
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20. Keputusan Bupati Pesisir Seiatan Nomor 5701285IKPTS/BPT-PSi201 7
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Permohonan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakai (PKBM) Af -
KASYAF SALIDO An.H.YOSERIZAL,S.Pd.I.M.Pd selaku Ketua

PKBM Al - Kasyaf Salido Jalan Kampung Luar Salido Nagari Salido

Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Seiatan.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420|547/DPK/PAUD-

DIKMASi2O20.Tanggal 27 Jth 2A20.

MEMTITUSKAN

Memberikan Perpanjangan lzin Operasional ini Kepada:

PKBM AL _ KASYAF SALIDO
PKBM ( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat )

H,YOSERIZAL,S.Pd.I.M.Pd
Jalan Karnpung Luar Salido Nagari Salido
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonfonnal sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Tiga ( 3 ) Tahun teririfirng sejak
Tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2023.

Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan knrsus penclidikan nonfonnal tersebut sederr-rikian
rupa, sehingga dapat mernenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati Peraturan Pemndang-undangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kernudian.

3. Mengirimkan iaporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan pemrohonan perpanjangan izin selambat larnbatnya 30

(tigapuluh) hari sebelum izin berakhir.

Pusat Ke-eiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL - KASYAF SALIDO selaku
pemegang izin Operasional ini,tidak diperbolehkan untuk dipindah
tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Tembusan disanutaikcn Kettada Yth :
1.tsapak Bupati Kabupaten Pesisir-Selatan di Painan
2.Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan

Ditetapkan di : PAI}IAN

AN.

'!,{6

Pada tanggal


